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ABSTRAK
Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan kebanyakan masyarakat dibayarkan melalui perangkat desa setempat. Hal ini menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diselenggarakan oleh perangkat desa. Oleh sebab itu perangkat desa setempat harus memberikan sosialisasi pentingnya membayar PBB agar pembayaran pajak disetorkan tepat waktu kepada Dispenda setempat sehigga tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat kesadaran masyarakat tidak akan berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah / penerimaan PBB. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cerenti, Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak  terhadap kepatuhan  membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cerenti Desa Kampung Baru dan Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cerenti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 WP OP dihitung dengan menggunakan rumus slovin teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik insindental, data dikumpulkan dengan kuesioner. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji t. Tingkat signifikansi ditentukan 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cerenti.
Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG 
Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu  negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial (Rika, 2020). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PBB. Untuk hal ini pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masayarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional (Arif, 2018).

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaanya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi (Arif, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar PBB adalah Faktor pendapatan, faktor pendapatan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga masyarakat kesulitan untuk untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kebanyakan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya sebelum membayar pajak.Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Ernawati, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar PBB adalah kesadaran. Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran wajib pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika kesadaran tinggi, maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Neni, 2018). Rahman (2018) menjabarkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari dalam diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan serta mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soedjatmiko, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN CERENTI".

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara.Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi yang sama diperkuat oleh Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

-Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang

(bukan barang)

-Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

-Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

-Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam Buku Mardiasmo (2016) menerangkan bahwa terdapat dua fungsi pajak. Adapun dua fungsi pajak tersebut yaitu:

-Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah Untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

-Fungsi mengatur (Cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.


2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bukunya Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak diantaranya:

-Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif

3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

-Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

-Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang Oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Bumi Bangunan (PBB)


2.2.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu faktor pemasukan yang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994. Definisi ini diperkuat oleh Rusli (2019) dalam jurnalnya menyatakan bahwa Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

2.2.2 Tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ditetapkan 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar atau lebih), besaran PBB yang terutang dalam satu ahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

Tarif yang dikenakan yaitu: 

2.2.2.1 Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) per tahun. 

2.2.2.2 Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapakan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

2.2.3 Subjek Dan Objek Pajak Bumi Bangunan

Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang.
· Contoh objek bumi:
· Sawah.

· Ladang.

· Kebun.

· Tanah.

· Pekarangan.

· Tambang.

· Contoh objek bangunan:

· Rumah tinggal.

· Bangunan usaha.

· Gedung bertingkat.

· Pusat perbelanjaan.

· Pagar mewah.

· Kolam renang.

· Jalan tol.

· Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

· Mempunyai hak atas bumi.

· Memperoleh manfaat atas bumi.

· Memiliki bangunan.

· Menguasai bangunan.

· Memperoleh manfaat atas bangunan.

Tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB.Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut:

· Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

· Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.

· Objek pajak  merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggemkbalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

· Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

· Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Undang-Undang yang Mengatur Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
2.3 Kepatuhan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan
Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin.Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organsasi (Jatmiko, 2006). Sarfi Nurmantu (2017) menyatakan kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Antari (2012) mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan.Pada teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada terhadap sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif, Ilhamsyah (2016). Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif : kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Menurut teori paksaan, orang yang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi pajak yang berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi dikenakan tehadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan, Asriyani (2016).

 2.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut  yaitu :


2.4.1 Pengetahuan Wajib Pajak  

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan di Kota Bengkulu, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan (Yusnindar, 2015).

2.4.2 Tingkat Penghasilan 

Tingkat Penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama penghasilan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan (Yusnindar, 2015).

2.4.3 Kualitas Pelayanan
Layanan merupakan bentuk perilaku yang ditawarkan dari suatu pihak untuk pihak lain yang mampu memberikan manfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan respon balik dari pihak yang menerima layanan. Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima.Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurhayati,2018).
2.4.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mumu, 2020). Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014).

2.4.5 Kesadaran Wajib Pajak  
Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Yusnindar, 2015).

2.4.6 Tingkat Pendidikan

Menurut Muhammad Tholhah Hasan (2005:136) menjelaskan pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan mamfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. Menurut Bida (2001), pendidikan Wajib Pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam membangun sikap dan tatalaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Ernawati (2014) menjelaskan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. 
2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan membayar PBB 

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara (Johanes, 2011). Purwanti dan Suratna  (2011) menjelaskan bahwa, wajib pajak yang mempunyai pendidikan rendah akan cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Siahan (2011), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak (Nurhayati,2020). Secara parsial menunjukan bahwa tingkat pendidikan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat (Erlindawati, 2020). Berdasarkan teori diatas penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Tingkat Pendidikan WP OP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.5.2 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan membayar PBB

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Pendapatan seseorang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berasal dari pendapatan wajib pajak itu sendiri. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurrommah (2008) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat (Erlindawati, 2020). Pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Sudiartana, 2019). Berdasarkan teori diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:
H2: Pendapatan WP OP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut mempunyai keinginan dan kesungguhan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan, menunjukan pengaruh kesadaran WP berpengaruh positif terhadap WP. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar tanah dan bangunan pajak di Kecamatan Sonder, (Mumu, 2020).Terdapat pengaruh positif variabel kesadaran wajib pajak terhadap ketaatannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (Nasirin, 2018). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurhayati, 2020).  Berdasarkan teori diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Kesadaran WP OP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Data Penelitian Terdahulu
	NO
	NAMA PENELITI TAHUN
	JUDUL
	VARIABEL YANG DIGUNAKAN
	KESIMPULAN

	1.
	Erlindawati, Rika Novianti (2020)
	PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, 

KESADARAN DAN PELAYANAN TERHADAP TINGKAT 

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


	1. Tingkat pendidikan

2. Tingkat pendapatan

3. Tingkat kesadaran

4. Tingkat pelayanan

5. Motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan
	1. tingkat pendidikan  signifikan terhadap motivasi masyarakat. 

2. Tingkat pendapatan  signifikan terhadap motivasi masyarakat. 

3. Tingkat kesadaran  signifikan terhadap motivasi masyarakat

4. tingkat pelayanan  tidak signifikan terhadap motivasi masyarakat. 

5. Secara simultan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran dan tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat dengan besar pengaruh 71,3%.

	2
	Anik Yuesti, Made Sudiartana (2019).


	PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).


	1.  Umur

2.  Pendidikan

3. Pendapatan

4. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).


	1. Umur berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. 
2. Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05.
3. Pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

	3
	Neni Nurhayati, Dadang Suhendar (2020).
	PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	1.  Kesadaran

2. Pengetahuan

3. Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak.

2.  Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak.

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak.

4. Kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan dan simultan untuk kepatuhan wajib pajak.

	4
	Nasirin (2018)
	PENGARUH PENGHASILAN, KESADARAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).
	1. Penghasilan

2. Kesadaran

3. Pemahaman

4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
	1. Penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

	5
	Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja (2020).


	PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA
	1. Pengetahuan perpajakan

2. Sanksi pajak

3. Kesadaran wajib pajak

4. Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kec. Sonder Kab. Minahasa.

2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kec. Sonder Kab. Minahasa.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kec. Sonder Kab. Minahasa


Sumber: Jurnal 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1  Gambaran Umum Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti

Desa Kampung Baru berada dalam kawasan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singngi. Luas wilayah Desa Kampung Baru 6 Km (Km2). Dengan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan 411 orang pada tahun 2020  yang terdiri dari 3 RW dan 6 RT. Dengan luas wilayah yang dimiliki Desa Kampung Baru, kebanyakan dari wilayahnya adalah rumah penduduk. dan fasilitias umum lainnya. Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan singingi secara geografis terdiri dari dataran rendah beriklim tropis.Daerah ini memiliki dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu berkisar antara 25 ℃- 33 ℃ dengan curah  hujan rata-rata berkisar 651,0 sampai 1.092,4 mm/tahun.

4.2 Analisis Data


4.2.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

n= N/(1+N (e²))

n= 411/(1+411 x 0.1² ) = 411/5,11 = 80,43 = 80 WP OP

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insindental, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2011), bahwa sampling insindental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insindental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel sebanyak 80 WP OP.
Dari data hasil penelitian yang dilakukan, data peneliian yang dikumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke 80 WP OP di Desa Kampung Baru. Adapun rincian kuesioner dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

 Penyebaran Kuesioner

	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner yang disebar
	80

	Kuesioner yang kembali
	80

	Kuesioner rusak/tidak lengkap
	0

	Jumlah responden
	80


Pada perhitungan sampel menggunakan rumus slovin didapat sebanyak 80 WP OP, untuk itu dalam penelitian ini dilakukan penyebaran sebanyak 80 kuesioner. Dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat menunjukkan bahwa terdapat kuesioner yang kembali sebanyak 80 kuesioner, kuesioner rusak dan tidak lengkap 0 , dan kuesioner yang diolah adalah 80 WP OP.


4.2.2 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian



4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya.Suatu kuesioner dikatakan valid jika r hitung dari penyataan lebih besar dari nilai r tabel. . Uji validitas pada penelitian ini dilakukan pada 30 WP OP yang tinggal di Desa Kampung Baru dengan tingkat kepercayaan 90% atau tingkat signifikasi sebesar 10 % dan n = 30 adalah 0,3061 jadi, apabila  r hitung lebih kecil dari 0,3061 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows versi 23. 

Hasil uji disajikan pada tabel berikut;
Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas 

Variabel Pendidikan (X1)

	No
	Pernyataan
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	1
	Pendidikan1
	1,000
	0,3061
	Valid


Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas 

Variabel Pendapatan (X2)

	No
	Pernyataan
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	1
	Pendapatan1
	1,000
	0,3061
	Valid


Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas 

Variabel Kesadaran Masyarakat (X3)

	No
	Pernyataan
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	1
	Kes1
	0,472
	0,3061
	Valid

	2
	Kes2
	0,500
	0,3061
	Valid

	3
	Kes3
	0,739
	0,3061
	Valid

	4
	Kes4
	0,829
	0,3061
	Valid

	5
	Kes5
	0,658
	0,3061
	Valid

	6
	Kes6
	0,536
	0,3061
	Valid


Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas 

Variabel Kepatuhan 

	No
	Pernyataan
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	1
	Kep1
	0,597
	0,3061
	Valid

	2
	Kep2
	0,629
	0,3061
	Valid

	3
	Kep3
	0,690
	0,3061
	Valid

	4
	Kep4
	0,749
	0,3061
	Valid

	5
	Kep5
	0,342
	0,3061
	Valid

	6
	Kep6
	0,622
	0,3061
	Valid

	7
	Kep7
	0,420
	0,3061
	Valid

	8
	Kep8
	0,475
	0,3061
	Valid

	9
	Kep9
	0,629
	0,3061
	Valid


Berdasarkan hasil analisis didapat nilai person correlation untuk semua item lebih besar dari 0,3061 maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total dinyatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut valid. 



4.2.2.2 Uji Reliabilitas


Pengujian reliabilitas dilakukan kepada 30 respoden warga kampung baru terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS 23.Cronhach's Alpha merupakan uji reliabilitas untuk altematif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiiiki koefisien Cronhach's Alpha > 0.6. 
Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

	Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Pendidikan (X1)

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	1
	2

	Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Pendapatan (X2)
Cronbach's Alpha

N of Items

1

2

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Kesadaran Masyarakat (X3)

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,672
	6


	Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Kepatuhan (Y)

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	,747
	9


Jika nilai cronbach's alpha item > 0,6 maka reliabel, sedangkan jika nilai cronbach's alpha item < 0,6 maka tidak reliabel. Dari output di atas didapatkan nilai Alpha Cronhach variable pendidikan = 1, nilai Alpha Cronhach variable pendapatan = 1, nilai Alpha Cronhach variable p kesadaran = 0,672 dan nilai Alpha Cronhach variable kepatuhan = 0,747 . Karena nilai alpha cronhach lebih besar daripada 0,6 maka dapat dsimpuikan bahwa instrumen dinyatakan reliabel. 

1.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiiiki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu:

· Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

· Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Gambar 4.1

Hasil output SPSS
Uji Normalitas (normal P-P plot)
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Sumber : Data diolah, 2021


Berdasarkan gambar 4.l di atas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.
4.3.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variable itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Autokorelasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	,198a
	,039
	,001
	1,98841
	1,709

	a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pendidikan, Pendapatan

	b. Dependent Variable: Kepatuhan


Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian yaitu sebesar 1,709 berada antara -2 dan +2 yang berarti tidak koreiasi positif maupun negatif.
4.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan unluk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Mulitkolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya koreiasi antar variabel bebas (independent variable). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor VIF). Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil 10,00. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan SPSS 23 dengan hasil sebagai berikut
Tabel 4.11
 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficients"
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Pendidikan
	,886
	1,129

	
	Pendapatan
	,882
	1,134

	
	Kesadaran
	,991
	1,009


Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 di atas nilai tolerance tiap variabel lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10,00, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.
4.4 Persamaan Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikasi antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model memiiiki hubungan yang linier. Setelah melakukan uji regresi dengan SPSS 23 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients"

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	45,180
	3,491
	
	12,942
	,000

	
	Pendidikan
	,219
	,331
	,079
	,663
	,510

	
	Pendapatan
	-,686
	,606
	-,135
	-1,131
	,262

	
	Kesadaran
	-,161
	,129
	-,141
	-1,250
	,215

	a. Dependent Variable: Kepatuhan


Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel 4.13 diatas dari hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel tingkat pendidikan (X1), tingkat pendapatan {X2), tingkat kesadaran (X3), terhadap kepatuhan membayar  PBB (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y
= a+b1x1+b2x2+b3x3 + e




= 45,180+0,219-0,686-0,161 + e

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa :

1.3.1 Pengaruh Konstanta (a) 

Konstanta sebesar 45,180 menyatakan bahwa jika pendidikan, pendapatan dan kesadaran nilainya 0, maka angka 45,180 tidak ada artinya.

1.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) 

Koefisien regresi X1 sebesar 0,219 bemilai positif menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor pendidikan akan meningkatkan skor kepatuhan wajib pajak sebesar 21,9% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB (Y) sebesar 21,9%.

1.3.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan (X2) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) 

Koefisien regresi X2 sebesar -0,686 bemilai negatif, artinya jika ada kenaikan tingkat pendapatan sebesar 100% maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak PBB (Y) sebesar 68,6%.

1.3.4 Pengaruh Tingkat Kesadaran (X3) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) 

Koefisien regresi X3 sebesar -0,161 bemilai negative.  Artinya jika ada kenaikan tingkat kesadaran sebesar 100% maka akan menuurnkan kepatuhan wajib pajak PBB (Y) sebesar 16,1%.

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji hipotesis secara parsial/individual (Uji t) 
Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan (X1) pendapatan (X2) dan kesadaran (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari label 4.12 berikut:

Tabel 4.13
 Hasil Output SPSS Uji Secara Parsial (uji t)

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	45,180
	3,491
	
	12,942
	,000

	
	Pendidikan
	,219
	,331
	,079
	,663
	,510

	
	Pendapatan
	-,686
	,606
	-,135
	-1,131
	,262

	
	Kesadaran
	-,161
	,129
	-,141
	-1,250
	,215

	a. Dependent Variable: Kepatuhan


Sumber : data diolah

Dapat dilihat pada label 4.14 Diatas, hasil uji hipotesis secara parsial diketahui t hitung untuk tingkat pendidikan (XI) sebesar 0,663. Untuk tingkat pendapatan (X2) sebesar -1,131 dan kesadaran (X3) sebesar -1,250. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t sign tingkat pendidikan (XI) sebesar 0.510, untuk nilai t sign tingkat pendapatan (X2) sebasar 0,262, dan untuk nilai t sign tingkat kesadaran (X3) sebesar 0,215.

Hipotesis 1 Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Hipotesis secara parsial diketahui nilai t hitung untuk tingkat pendidikan (X1) sebesar 0,663. sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (a) sebesar 0,1 (10%) serta df = n-k = 76 adalah sebesar 1,66. Nilai t hitung 0,663 < t tabel 1,66 maka Hal ini secara hipotesis Ho1 diterima dan ditolaknya Ha1 jadi secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t sig karena nilai t sig 0,501 > nilai 0,1, jadi tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Hipotesis secara parsial diketahui nilai t hitung untuk tingkat pendapatan (X2) sebesar -1,131. sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (a) sebesar 0,1 (10%) serta df = n-k = 76 adalah sebesar 1,66. Nilai t hitung -1,131 < t tabel 1,66 maka Hal ini secara hipotesis Ho2 diterima dan ditolaknya Ha2 jadi secara parsial tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t sig karena nilai t sig 262 > nilai 0,1, jadi tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 Tingkat Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Hipotesis secara parsial diketahui nilai t hitung untuk tingkat kesadaran (X3) sebesar -1,250. sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (a) sebesar 0,1 (10%) serta df = n-k = 76 adalah sebesar 1,66. Nilai t hitung -1,250 < t tabel 1,66 maka Hal ini secara hipotesis Ho3 diterima dan ditolaknya Ha3 jadi secara parsial tingkat kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t sig karena nilai t sig 215 > nilai 0,1, jadi tingkat kesadaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian
4.6.1 Tingkat pendidikan (X1)

Tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak bumi dan bangunan di Kampung Baru akan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan. Pendidikan formal yang telah di tempuh akan memberikan masukan pemikiran-pemikiran yang lebih maju baik dalam tata cara pembayaran pajak maupun sanksi pajak. Untuk mengetahui tingkat pendidikan formal dari 80 responden pajak bumi dan bangunanan di Kampung Baru di jelaskan pada table 4.13 berikut:
Tabal 4. 14
Persentase Tingkat Pendidikan (X1)  

	Tingkat pendidikan
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	SD, SMP dan SMA
	68
	85%

	D1, D2 dan D3
	0
	0%

	S1, S2 dan S3
	12
	15%

	Jumlah
	80
	100%


Pada Tabel 4.15 menunjukkan tingak pendidikan tertinggi wajib pajak berada pada jenjang SD, SMP dan SMA dengan persentase 85%, tingkat pendidikan D1,D2, dan  D3 dengan persentase 0% dan untuk tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 dengan persentase 15 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memengaruhi akan kepatuhan wajib pajak. Semakin tingggi tingkat pendidikan masyarakat maka memiliki pengaruh akan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang didapatkan, ternyata tingkat pendidikan masyarakat desa Kampung Baru sangat rendah, yaitu sebagian besar berpendidikan SMA kebawah. sehingga tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4.6.2 Tingkat pendapatan (X2)
Tingkat pendapatan merupakan besarnya gaji yang diperoleh oleh wajib pajak. Tingkat pendapatan wajib pajak di jelelaskan pada tabel 4.14 berikut:

Tabal 4. 15
Persenase Tingkat Pendapatan (X2)  

	Pendapatan 
	Jumlah (orang) 
	Persentase (%)

	 <Rp 3.045.450 – Rp 5.000.000
	65
	81,25%

	 >Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000
	15
	18,75%

	 >Rp 10.000.000
	0
	0%

	Jumlah
	80
	100%


Berdasarkan tabel 4.16 pendapatan wajib pajak masing-masing memiliki persentase tertinggi berada pada nilai <Rp 3.045.450 – Rp 5.000.000 yaitu sebesar 81,25%,  pendapatan sebesar >Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000  dengan persentase sebesar 18,75% dan pendapatan sebesar >Rp 10.000.000 dengan persentase 0%. Berdasarkan  dari hasil yang diperoleh semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin patuh membayar pajak. Berdasakan data yang diperoleh di desa Kampung Baru pendapatan rata-rata sebagan besar penduduk adalah dibawah 5 .000.000, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan membayar pajak. sehingga pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. 
4.6.3 Tingkat kesadaran (X3)
Kesadaran akan tanggung jawab masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:
Tabal 4. 16
Persenase Tingkat Kesadaran (X3)  

	No
	Item Pertanyaan
	Persentase (%)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara
	0
	0
	0
	45
	55

	2
	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
	0
	0
	0
	37,5
	62,5

	3
	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara
	0
	0
	1,25
	45
	53,75

	4
	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya
	0
	0
	1,25
	42,5
	56,25

	5
	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu
	0
	0
	0
	56,25
	43,75

	6
	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri
	0
	0
	1,25
	58,75
	40


Berdasarkan pada tabel diatas item pertanyaan satu menunjukkan bahwa besarnya persentase 55% masyarakat menjawab pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara, item pertanyaan kedua menunjukkan bahwa besarnya persentase 62,5% menjawab penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, item pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa  besarnya persentase 53,75% menjawab membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara, item pertanyaan keempat menunjukkan bahwa besarnya persentase  56,25% menjawab Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya, item pertanyaan kelima menunjukkan bahwa besarnya persentase 56,25% menjawab Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu dan item pertanyaan keenam menunjukkan bahwa besarnya persentase  58,75% menjawab saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri. Dari hasil analisis bahwasannya rata-rata masyarakat akan kesadaran wajib pajak berada pada skor 5 (sangat setuju). 

Meskipun masyarakat sebagian besar menjawab bahwa membayar pajak adalah wajib untuk pembangunan negara, tetapi kenyataan masyarakat belum memiliki kesadaran untuk merealisasikan dalam membayar pajak. Sehingga tingkat kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat desa kampung baru untuk membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

5.1.1 Tingkat pendidikan WP OP tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kampung Baru. Kecamatan Cerenti.

5.1.2 Tingkat pendapatan WP OP tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. 

5.1.3 Tingkat kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut:

Bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan pendidikan, pendapatan dan kesadaran, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, yang nantinya juga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat seperti biaya pembangunan dan pemerintahan. Penelitian dibidang perpajakan diperlukan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian selanjutmya yang terkait dengan penelitian PBB, disarankan untuk menambah jumlah sampel, menyempurnakan metode analisis statistik yang digunakan dan/atau kuesionemya, penetapan lokasi penelitian di tempat lain, atau pengulangan di tempat yang sama dan menambah jumlah variable yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB misalnya pelayanan petugas pajak, usia dan peranan perangkat desa.
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